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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TOWERT." $MMEGN L899 |
TENTANG
ORGANISASI DAN  TATA KERJA  DINAS

PERUMAHAN DAN - PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

imbang

bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan
kabupaten Derah Tingkat II Majalengka dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Majalengka Nomor 17 Tahun 1994 ;

bahwa . berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup
Peker jaan Umum Daerah, maka perlu penyempurnaan
Organisasi dan Nomenklatur Dinas Perumahan dan

Penyehatan..............2
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Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Majalengka ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf s dan
b tersebut diatas, perla menetapkan kembali
‘Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka tentang Orgenisasi dan Tata Kerja
DPinas Perumahan dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Majalengka.

\

Mengingat

1. Undang-undang WNomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jaws
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 3037)

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 3041)

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
. Perumahan dan Pemukiman {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 3469);

\

3. Peraturan ...........2



Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
tentang Penyerahan Sebagian Urunsan
Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaaan Umum
kepada Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambatian
Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 3353} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesis Nomor 33533 )

Peraturan Pemerintah Nomor 24 ‘Tahun 1992
tentang Penataan  Ruang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,
Tambshan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
3501) ;3 o -

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelengggaraan Otonomi Daerah dengan
Titik Berat pada Daerah Tingkat 11 {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negare Republik Indonesia
‘Nomor 3487 } 3 ’ . o

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahunm
1987 tentang Penyerahan Prasarana  Utilitas

Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan - kepada

Pemerintah Daerah {

10. Peraturan ..........4



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Peker jaan Umum Nomor
57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan
Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada
Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah
Daerah Tingkat 11 ;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang
Pedoman dan Proses Pembentukan atsau
Penyempurnaan Ke lembagaan di Lingkungan
Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di
Daerah 3

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Laksana

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan
ataus Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang
Waktu Pengesahan ;

i6. Keputusan ..........5



16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
1904 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
-Dinas-Lingkup Peker jaan Umum Daerah. 3

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
. Majalengka Nomor 21 Tahun 1994 tentang
Perubsahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 1988 tentang Kebersihan Keindahan dan
"Ketertiban datam Wilayah kabupaten Daerah
‘Txngkat [ §1 Ea;alengka 3

18;1Paratﬁran'vﬁaerah Kahugaten Daerah Tingkat 11
Majalengksa Romor 17 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Dinas Perumahan Kabupaten Daersh
Tzngkat II Ma;aiengkag

”DehganiPersetujnan'
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupatea Daerah Tingkat II Magalengka

M E M 13 T U s K A N
Menetapkan -
. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1I
T MAJALENGEA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS. - PERUMAHAN - DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 MAJALENGEA.

BABI &~os¢.d-aiotiﬁm‘wcs



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.

Daersh adaiah Kabupaten paerah Tingkat 11
Majalengka ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Majalengka ;

Bupati Kepsala paerah adalah Bupati Kepala
paerah Tingkat i1 Majalengka ;

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah .
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Majalengka tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan
Penvehatan Lingkungan Ksbupaten Daerah Tingkat
11 Majalengka 3

Dinas adalah Dinas Perumahan dan penyehatan
Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat 113
Majalengksa 3§

- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan

Penyehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat
11 Majalengka 3

g; C&baﬂg »t.t-yo-ncicbcn.4



g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas
Perumahan dan Penyehatan Lingkungan yang
melaksanakan semua kegiatan dan fungsi Dinas
disatu Wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah
Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka ;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Penyehatan
Lingkungan  Kabupaten  Daerah Tingkat II
Majalengka yang melakukan sebagian Tugas
Operasional tertentu Dinas di lapangan dan
selanjutnya disebut UPTD ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas Wewenang
dan Hak secars Penuh,

BAER 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

{1) Dinas adalah Unsur Pelaksans Pemerintah Daerah
dibidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

{2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Kepala Daerah.

Bﬂgiaﬂ 9-0-&43;;‘000#&!8
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Bagian Kedua
Tugas Pokok
Passl 3

Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian
~ Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perumahan dan
Penyehatan Lingkungan dan Tugas Pembantuan yang
- ditugaskan kepads Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
- Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
tersebut pada pasal 3, Peraturan Daerah ini, Dinas
mempunyai Fungsi :

a. Pelaksanaan teknis  operasional dibidang
perumahan dan penyehatan lingkungan Vang
meliputi survey dan penyuiuhan, perumahan dan
penyehatan lingkungsan berdasarkan kebijaksanaan
Bupati Kepala Daerah ;

b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang
perumahan dan penyehatan lingkungan berdasarkan
kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah I Jawa
Barat; : : ,

c. Penvelengparaan pelayanan teknis administratif
ketatausahaan vang meliputi nrusan umun,
kepegawaian dan keuangan. :

BAB III "06‘5'&!0"01"0‘9
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RAR 11X
 ORGANISAST

. ‘Bagian Pertams .
- Pagur Organissasi
o Pasal 5§

Unsux @fg&ﬁiﬁ&%i Dinas terdiri ftas 5
a. Pigpinan adalsh Kepala Dinas ;T
t. Pembantu Pimpinan adalab Sub Magisn Tata E@aha;
¢. Peiaksana adalah 8Selisi, Cabang Dinas dan Q?TD
aérta E@ﬁﬁmyﬁk Jabatan Fumgouﬁﬁnl %
| fiagian Keﬂaa |
- Sysunan &rgaﬁm&asz '
Pa&at B :
{1} Grgaﬁis&sz‘niaaﬁ terdiri ataa -
an Réﬁaﬂﬁ Q‘}i}ﬁnm}' ; . ) . | ST
b Sab Bagia&:?aia Usaba, membawabkan
1. Uressn Usum 3
- Z. Urusan Kepegawaian j
: _Eg'ﬁfuaaa-ﬁeuangan,
Ce ﬁ?ﬁ&& &awve? &aa ?emyuiﬁhwﬁ memhawahhaa
. Suh Sekaid %utvez dan ?erd&taan H
. 8uly Seksi Penyulohan
. Sub &ekﬁi Pemantanan dan Eva:u&

éw Selﬁx e R ig
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d. Seksi Perumahan, membawahkan ;

1. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
2. 8ub Seksi Bina Pembangunan ;
3. Sub Seksi Pengelolaan.

e. Séksi_?enyehaian Lingkungan, membawahkan :

1. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
2. Sub Seksi Pelaksanaan i
3. Sub Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.

f. Cabsng Dinas ;
C g, UPTD 3
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

{2} Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana
©tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
- Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7
Kepala UDinas mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam
melaksanakan sebaglien Urusan Rumah Tangpga Daerah
di bidang perumahan dJdan penyehatan Iiingkungan
serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 ,....c.i.00...11



(1}

(2)

(3}

(1)

{(2)
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~ Paragraf 2
Sub Bagian Tats Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok
melaksanakan pengelolaan Urusan Umum, Urusan
Kepegawaian dan Urusan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bag:aﬁ
Tats Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengeloclaan urusan umum ;
b. Pelaksenaan pengelolaan urusan kepegawaisn ;
¢. Pelaksanaan pengelclaan urusan keuangan.

Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :

a. Urusan Umum ;
b. Urnsan Kepegawaian ;
¢. Urusan Keuangan.

~Pasal 9

UGrusan Usmum mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengeiolaan urusan surat menyurat, %kearsipan,
penggandaan, rumah tangga, admipistrasi
perjalanan Dinas dan merencanaksn program
kegiatan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada asyat (1) Pasal ini vrusan umum
mempunyai fungsi : :

a. Pelaksanaan .......,12



(1)

(2}

(1}
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a. Pelaksanaan kegiatan urusan surat menyursat,
penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan
administrasi perjalanan dinas ;

b. Pemelibharaan urusan perlengkapan,
pemeliharaan kantor dan inventarisasi ;

¢. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan
Dinas dan pelaporan ;

d. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan
perpustakasan serta hubungan masyarakat.

Pasal 10

Urusan Kepegawaian mempunyai tugss pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Urusan
Kepegawaian mempunyal fungsi ;

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi,
pembinaan disiplin dan pengembangan pegawai;
b. Penyiapan bahan penyusunan pedomas dan

ketatalaksanaan.
‘Pasal 11
Urusan FKeuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan.

(2) Untuk i"l"bl’.-‘ﬂ'!l'j
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{2} Untuk menyelenggarakan tugsas pﬁkok‘sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Urusan
Kewangan mempunyai_fﬁngsi N v

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran
Dinas ;
'b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 3

Paragraf 3
Seksi Survey dan Penyuluhan
Pasal iz

(1) Seksi Survey dan Penyuluhan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
program survey dan pendataan, penyvuluhan serta
pemantauan,

- {2) Untak manyeienggarakan tugas pokok sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Seksi Survey
dan Penyuluhan mepunyai fungsi :

a;-?eiaksanaaﬁ dan penyusunan pefunjuk teknis
kegiatan survey dan pendatasan ; S
D. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis

kegiaian penyuluhan ; _

. ?elakaaﬁaan dan peayusunan petunjuk teknis 1S
pemantauan dan evaluasi = kondisi
perkembangan  perumahan dan penyehatan
lingkungan.

{3) Seksi Survey dan Penyuluhan membawahkan :

aq 8“b ‘i.pacsvlos-tﬁvnﬁiiu14



(1)

(2)

{1}
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&. Sub Seksi Survey dan Pendsataan ;
B. Bub Seksi Penyuiuvhan
c. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 13
Sub Seksi Survey dan Pendataan mempunyail tugas

pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk
teknis pelaksanaan survey dan pendataan

program pembangunan dan pengembangan perumahan

dan penyehatan lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimsksud pada ayat {1) pasal imi Sub Seksi
Survey dan Pendataan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan dan evaluasi
data hasil analisis dan evaluasi survey dan
pendataan ;

. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan survey dan pendataan program
pembangunan serta pengembangan perumahan
dan penyehatan lingkungan.

Pasal 14

Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pokok
mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis
penyuluhan di bidang perumahan dan penyehatan
lingkungan.

{2} Uﬂtuk d.l:’lllil".{hls
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{2} Untok menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

(1)

{2)

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sub Seksi
Fenyﬁiuhan m&mpnnyax fungsx 1 . S

a. Pengumpuian dan Pengolahan serta evaluasi
data kondisi dan perkembangan perumshan
serta penyehatan lingkungan ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
pemantauan dan evaluasi kondisj
perkembangan. perumahan ~dan  penyehatan
lingkungan. -

Pasal 15

Sub Seksx Pemantauan dan Evaiuasi mempunyax

tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan

petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi

kondisi dan perkembangan  perumahan dan
geﬂyehat&n iin kungan.- - - -

Untok menyelenggarakan tugaa pokmk seuagaimana
dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, S8Sub Seksi
Pemnnt&aan &an Evaiuabz, mempunya; fungsi :

a. Feﬂgumpuian dan pengolahan serta evaluasi
data kondisi dan perkembangan perumahan
serta penvehatan i:nghunﬂan ;;_ '

b. ?enyiapan bahan penyusunan petunjuk  teknis

- pemantauan dan evaluasi kondisi
perkembangan  perumahan dan penyehatan
lingkungan. ' '

Paragraf 4 ,.......:...16



(1)

{2}

(35

- pokok mempersiapkan bahan  petunjuk = teknis
kegiatan perencansan teknis perencanaan

N4 -

i F&xagraf' 4
Seksi Perunahan
" Pasal 16

Seksi 'Pernmahan' ‘wmempunyal  tugas pokok-
melaksanakan penyusunan petunjuk perencanasn

teknaa@ biﬂa gembanpnnaﬁ dan pengeia!a&a.

Untuk menVélenggarakan twgas p@kﬁk Sebagaxm&na
dimaksud pada ayat {1 Pasal ipi Seksi
Perumahan mempunyai fungsi :

vé;’PeEaksanaas dan panyaaanaﬂ ge&nn;uk ~teknis

Kegistan perencansan teknis perumahan ¢

'b; Pelinksanaan dan penyusunan petunjuk teknis

-pembinaan, pembangunan perumahan

‘¢, Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis

kggaatan p@nge}niaar hasil pembangunsn.
Saksa Perumﬁhan membawahkaﬂ ;f.

&, sub‘aeksi Pereacanaan Teknis i
b. Sub Seksi Bina Pembangunan ;

c. Seb Seksi Pengelolaan.

Pasal 17

‘e

8ub  Seksi Perencansan Teknis mempunyai = tegas

pem%angﬂnan perum&ﬁan.

{2} Unf“k ‘@.‘lﬂiﬂ"lﬂ-t‘!i?
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{2) Untuk menyelenggarakan tugéS'pd&ok sebagaimana

(1)

(2)

‘dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sub Seksi
Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi
data perencanaan perumahan :

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk
teknis = kegiatan perencanaan teknik
perencanaan pembangunan perumahan dan
fasilitas lingkungannya.

Pasal 18

Sub  Seksi Bina Pembangunan  tugas pokok
mempersiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan
pembinaan pembangunan dan pengembangan
perumahan. ' 4

Untuk menyelienggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sub Seksi
Bina Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serte evaluasi
data hasil pelaksanaan pembinaan

- pembangunan; '
b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
‘kegiatan  pembinaan, penertiban dan
pengawasan pembangunan serta pengembarigan
perumahan kota, desa dan perumahan nelayan.

» I’&S&}» 19 i!-.ovaﬁvd)'-vqs‘i‘-iis’



(1}

(2}

{1}

Pasal 19

Sub Seksi Pengeleolaan mempunvai tugas pokok
mempersiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan
pengelolaan perumahan sertsa fasilitas
fingkungan pemukiman.

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) Pasal ini Sub Seksi
Pengeloiaan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan Pengolahan serta evaluasi
data hasil pelaksanaan rengelolaan
perumahan den fasilitas lingkungannya ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
kegiatan yang mengatur perijinan
penghunian, persewaan, pemeliharaan
prasarana dan sarana perbaikan perumahan
dan fasilitas lingkungannya.

Paragraf 5§
Seksi Penyehatan Lingkungan
Pasal 20

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
di bidang perencsnaan teknis, pelaksanaan
pengelolaan dan pemelibharaan .

{2) Untuk ewvs‘andrar-alg
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{2) Untuk wenyvelenggarakan tugas pokok sebagaimana

A

dimaksud  pada ayat (1} Pasal ini  Seksi
Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

8. Pelaksanaan  dan penyusunan petunjuk
perencanaan teknis pembangunan sarana dan
prasarana air  bersih dan penyehatan
‘lingkungan 3

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis
penyusunan rencana, ~ pengawasan dan
pengendalian pembangunan dan pengadaan
sarana  dan prasarana air bersih dan
- penyehatan fingkungan ;

¢. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis

pengeiolaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana air bersih daxn penyehatan
iiﬁgknngan. :

Sekei Peﬁyehatan Lingkungan, membawahkan @

4. Sub Seksi Perencansaan Teknis

"b. Sub Seks! Pelaksanaan

- ©. Sub Seksi Pengelclaan dan Pemelibaraan.

A1)

Pasal 21

Sub Seksx Perencanaan Tekn:s mempuny&m _ tugas
pokok mempersiapkan bahan penyusunan petuniuvk
teknis sistem dan bantuan tekmis sarana dan
pPrasatana air - bersih dan penyehatan

_ lingkungan.

(2} Uﬂtuk l).’nca%tiiiii‘zﬂ
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{2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (i} Pasal ini, Sub Seksi
Perencansan Teknis mempunyai fungsi 3 o

R N . . . . . . ) . [ . ) -
a. Penguvmptlan dan pengolahan serta evaluasi
‘kebutvhan prasarana dan savana air bersih
serta  sistem penyehatan lingkungan ;

- b. Penyispan bahan penyusunan petuniuk teknis

(1)

{2)

- perencanaan teknis sarana dan prasaransa ailr
‘bersih dan penyehatan lingkungan.

Pasal 22

Sub  Seksi Pelaksansan mempunyai tugas pokok
mempersiapakan bahan penyusunan petunjuk
relaksanaan pengawasan dan  pengendalian : dan
bimbingan pengadaan peralatan air bersih danv
penyehatan lrugkungaﬂ* I L
ﬁntnkvmenyetenggarakan.tugas pokok sebagaimana
dimaksad pada ayat (1) Pasal ini Sub Seksi
Pelaks&ﬂaan memgunyai fungsi ;

a. Fengumyuian dan - gengolanan dan evaluasi

. data  hasil pengawasan  dan bimbingan

- pelaksanaan - pambﬁngunaﬁ. doan pengadaan
peralatan 3 o ’

b. Penyiapan bahan  dan penyusunan petunjuk

~teknis = pelaksanasn, - pengawasan dan
pengendalian pembangunan dan bimbingan
pengadaan perajlatan /iy bersih = dan

penyehatan lingkungan.

Pas&i 23 l't‘ii’(ga"idta;-nzl
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Pasal 23

{1) Sub  Seksi Pengelolasn dan Pemeliharaan
mempunyai tugas pokok nmempersispkan bahan
penavusunan petunjuk tekniz pengeloclaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih
serta penychatan Iiamgkungan. :

{2} Untuk menyelengpgarakan tugas pokeck sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi
Pengslolaan dan Pemeliharann mempunyai fungsi:

8. Pengumpulan dan pengolahan serts evaluasi
data hasii pengelolsan dan pemeliharan
sarana dan prasarana air bersih serta
penyvehatan lingkungan ; -

b. Penyiapan bahan dan penyosunan petunjuk
pengelolaan dan pemellharan ssarana dan
prasarana air bersih dan penyehatan
lingkungan.

Pavagraf 6
Cabang Dinas
Pasal 24

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Csabang Dinas
serts  pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan
dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri
serta mendapat persetujuan Menteri Dslam Negeri.

P&Iagf&f ~..-.‘.....H.a.a.22‘
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Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 25

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta
pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan
Peraturan perundang-undangan tersendiri setelah
memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan fungsional
Pasal 26

{1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian .kegiatan dinas
serta profesional sesuai dengan kebutuhan.

{2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam
melaksanakan pokoknya bertanggung jawab kepada
-Kepala Dinas.

Pasal 27

{1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini terdiri
atas sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Tersebut pada ayat (1) Pasal
ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk diantara tenaga
fungsional yang ada dilingkungan Dinas.

(3) Jumlah.............23
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Jumlah Jabetan Fungsionel! sebsgeimana dimaksud
ayat (1) Pazel ini, ditentukan sifat, jenis,
kebutuhan dar beban kerjsa.

Jenis dan jenjang Jebatan Fungsional tersebut
pada ayat (1) Pasal ini diatur sesvai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAD TV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 23

. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas

merupakan satu kesatuan wyvang satw gsams Jain
tidak dapat dipisahian.

Pelaksanaan Fungsi Dinas sebagai pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Perumahan dan
Penyehatan Lingkungan, kegiatsan operasionalnya
diselepnggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan
OPTD menurut bidang tuzas masing-masing.

Kepala Dinas Baik Taktis Operasional maupun
Teknis Administratif berada dibawah  dan
bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah
dan dalam me laksanakan tugas pokoknya.
menyelengzarakan hubungan fungsional dengan
Instansi laip yang berkaitan dengan fungsinya.

{4) Setiap ....00......24
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Setiap pispinan satuan  organisasi 43
fingkungan Dinas, dalam melaksanskan tugasaya
waiib menetaphan prinsip koordinasi,

integrasi. sinkronisasi dan simplikasi,

Setiasp pimpinan ﬁatuan OYZANISAST dgijnghumgaﬁ'
frinas wajib meminmpin dan memberikan bimbiogan
seria petunjuk pelasksanaan togas kepada
”&ﬁ"@j‘iﬂﬁ % " . ' g

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 29

-

 Kepals Dinas wajib memberikan faporan tentang

pelaksanagn  tagas gpokoknys secara {feratur,.
jelas serta tepat gaﬁa waktunya k&p&d& Bup&t;

- Kepalsn Daerah.

(3

{4}

Setiap pimpinan satusn  organisasi @ di
Iinzkongsn Dinss wajib mengikutl dan wmematuhi
petunjuk dasn  bevrtanggung jawah kepads
atasannya wasing-masing serta  memberikan
iaporan tepat pads wakiunys. ‘

Setiap lapovan yang diterima oleh pimpinan
satuan  organisasi dari bawahan, wajib diolab
darn d;ﬁ@rgﬂnakaﬁ sebagai bahan pertisbangan
febibh lanjut dan ontok memberikan petunjuk
kepada bowaban. e

Pengaturan wmwengenai jenis laporan dsn  cara
penyampaiannya, berpedoman Kepada Peraturan
Feruﬂﬁang~uu§aﬁgan vang beriakn.

B&giaﬁ in‘-iib!‘?&d»ni'b&’vt-ria‘s
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Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 30

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala
Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.

Dalam hal Kepala BSub Bagian Tata Usaha
berhalangsn, maka Kepsia Dinas menunjvk Kepala

Seksi berdasarkan genioritas dan
kepangkatannva.
BAB ¥V
REPECGAWALIAN
Pansal 33

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan  oleh
Gubernur Kepala Daerab Tingkat I Jass Barat
atas usul RBupati Kepala Daerah.

Kepaja Dinas berkewajiban dan bertanggung
jawvab dalsm wmempersiapkan bahan Fancangan
kebi jaksanssn Bupati Kepala Daerah di Uidang
Eepegavaian.

Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan cleh Pejabat yvang
berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang beriake.

BAB Vi cv:"’clba-,oavat-ﬁ::!zﬁ'
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BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasat 32

Pewbiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Rabupaten PDaerah Tingkat 1%
Majalengks dan penerimaan sumber lain vang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUR

Hal-hal yang belum cukup diatur dalsm Peraturan

Daerah fnd sepanjang wmengenal teknis

 pelaksanamunys diatur lebih lanjut ofeh Bupati

Eepala Dasrab.
| Pssal 34
Dengan ~ beriskunya Peraturan Daerah ini  maka
Peraturan Daerab EKabupaten Daerah Tingkat it
Hajnlengka Nomor 146 Tahun 1994 diayatakan tidak
berlaku. . .

Pasal 35
Peraturan Dacvab ini muiai bewiakﬁlgaﬁa& tanggal
diondanghkan. » , : S

Agaf ;-Ji-ﬂia‘tmiﬁa‘;in.ﬁa.igf?‘
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Agar setiap orang dapsat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Majalengka.

Ditetaphan di : Najalenghs

Pads Tangeal : 34 Pebrmari 1999,

GEWAR PERWALILAR XACYAY DARRAE BUPATT KEPALA DARRAN TIRGKAT
RABOPATEN DAERAE TINGKAT I NEKJALENGK &
NAJALEHGE A
Ketag,
ap. T.4.4 Cap. 1.0.4
Drs.B. M. KOSASIE SHGIANTD Bi.TUTTY RATAS] AN®AR, SH

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan
Tanggal 5 Juli 1999, Nomor 188.342/8K.692-
Huk/1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Tanggal 12 Juli 1999 Nomor
6 Tahun 1999 Seri D.

s.H. SOF FARI H
Pembina Tingkat I
Nip 01D 054 107
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STRUKTUR ORGANISASI
PERUMAHAN DAN

DINAS
PENYEHATAN

LINGKUNGAN KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

Nomor : 6 Tahun 1999

Tanggal : 24 Pebruari 1999

Tentang : ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT
11 MAJALENGKA

KEPALA
DINAS
i
SUB BAGIAN
TATA USAHA
1 l
URUSAN URUSAN URUSAN
UMUM KEPEGAWAIAN| |KEUANGAN
| ] |
SEKSI SEKSI SEKS1
KELOMPOK SURVEY DAN PERUMAHAN PENYEHATAN
JABATAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
FUNGS IONAL
1 1 1
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
1 SURVEY DAN PERENCANAAN | PERENCANA-
PENDATAAN TEKNIS AN TEKNIS
SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI
L1 PENYULUHAN BINA | PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
SUB SEKSI
L1 PEMANTAUAN SUB SEKSI
& EVALUASI SUB SEKSI || PENGELOLAAN
PENGELOLAAN & PEMELIHA-
RAAN
| ]
CABANG DINAS UPTD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
MAJALENGKA
Ketua,
Cap. T.t.d

Drs.H.M.KOSASIH SUGIANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1

Cap.

T.t.d

MAJALENGKA

Hi.TUTTY HAYATI ANWAR. SH
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